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Sorotan

Pada 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi

menyampaikan Rancangan Anggaran Belanja

dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2016 di
depan sidang DPR. Rancangan APBN untuk
2016 menjabarkan manfaat fiskal yang
didapatkan dari reformasi subsidi BBM pada
awal 2015.

Meskipun penghematan anggaran dari
subsidi solar dan bensin signifikan, subsidi
LPG justru terus meningkat dari tahun

ke tahun. Rancangan APBN 2016 juga
mengusulkan pemotongan subsidi listrik

sebesar 41 persen dibandingkan tahun 2015,

dan diperkirakan belanja total untuk subsidi

listrik pada 2016 adalah sebesar Rp50 triliun.

Subsidi Energi dalam RAPBN 2016

Pada 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi menyampaikan
pidato di depan sidang DPR tentang rancangan APBN
2016. Pidato Jokowi secara formal mencerminkan awal
dari serangkaian negosiasi tentang anggaran negara
yang lebih terperinci dengan para anggota DPR. Nego-
siasi APBN direncanakan akan berlangsung hingga 5
Oktober 2015 dan akan menghasilkan APBN 2016.

Total RAPBN 2016 adalah sebesar Rp2,1 triliun (US$153
miliar), yang menunjukkan adanya kenaikan belanja
pemerintah dari Rp1.984 triliun (US$140 milliar) pada
2015 (Indo-Investments, 2015).

RAPBN tersebut mencakup alokasi subsidi energi
sebesar Rp120,96 triliun (US$8.4 miliar), yang terdiri
dari Rp70,96 triliun (US$5 miliar) untuk subsidi BBM dan
LPG, dan Rp50 triliun (US$3.52 miliar ) untuk subsidi
listrik (RAPBN 2016, 2015).

menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Untuk
informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org

Meskipun ada indikasi yang jelas dari
pemerintah pada awal 2015 untuk
menyesuaikan harga domestik dengan harga
internasional, kebijakan pemerintah terkait
peningkatan harga bahan bakar minyak
(BBM) cenderung tidak konsisten.

Pada bulan Juli, Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
mengumumkan bahwa pemerintah
bertujuan membentuk dana minyak (oil
fund) sebagai instrumen untuk mengelola
fluktuasi di harga minyak internasional dan
mendukung kegiatan hulu PT Pertamina.

RAPBN 2016 juga menjabarkan manfaat fiskal yang
didapatkan dari reformasi sektor BBM di awal 2015
serta komitmen pemerintah untuk tetap menghindari
subsidi bensin dan solar (Reuters, 2015).

Sebagai perbandingan, penyediaan subsidi BBM dan
LPG dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) 2014 adalah sebesar Rp239,99 triliun (USD16.9
miliar). Sementara itu, pada APBN-P 2015, subsidi BBM
diperkirakan akan sebesar Rp64,67 triliun (US$4.5
miliar). Meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan
proyeksi subsidi BBM untuk 2015, subsidi pada RAPBN
2016 jauh lebih rendah dibandingkan sebelum refor-
masi dan diproyeksikan akan sebesar kurang lebih
Rp70,96 triliun (USS$5 miliar). Namun demikian, perlu
dicatat bahwa perkiraan APBN untuk subsidi biasanya
di bawah belanja teraudit untuk subsidi BBM. Laporan
audit untuk APBN 2015 diperkirakan akan diumumkan
pada pertengahan 2016.



N

Table 1. Indonesia Draft State Budget 2016 and Energy

Subsidy Allocation

Inflasi 8.36% 5.00% 4.70%
Pertumbuhan 5.06% 5.70% 5.50%
Produksi Minyak Mentah | 0.79 mbd | 0.82 mbd | - 2:80°
Y : : 0.83 mbd
. 1.22 1.22 1.10-1.30
Produksi Gas Alam mboed mboed mboed
Nilai Tukar (Rp/USD) 11,878 12,500 13,400
Harga Minyak Mentah US$ 97/ | US$60/ | USS 60/
Indonesia bbl bbl bbl

Subsidi Listrik

Rp101.8
triliun
(US$7.19
miliar)

Belanja Subsidi BBM IDR.2.39'9 IDR.6.4'67 IDR.7.O'96
(Bensin + Solar + Minyak triliun triliun triliun
Tanah + LPG) (US.$.1 6.9 (US.$4'5 (U§$5
miliar) miliar) miliar)
Volume BBM Subsidi a6mkl | 17.9mki | 167"

) 18.7 mkl

Volume LPG Subsidi 5.1 mton | 5.8 mton | &2 7663
mton

Rp73.15
triliun
(US$5.16
miliar)

Rp50
triliun
(US$3.52
miliar)

Rp Rp Rp
1,550.49 | 1.761.64 | 1,848.11
Pendapatan Negara triliun triliun triliun
(US$ (US$ (USS
109.53 124.45 130.5
miliar) miliar) miliar)
Rp Rp Rp
1,777.18 | 1,984.15 | 2,121.29
Belanja Negara (terma- triliun triliun triliun
suk transfer ke daerah) (USS (USS (USS
125.5 158.73 140.172
miliar) miliar) miliar)
Defisit Anggaran 1.91% 1.90% 2.10%

Sumber: (LKPP 2014, 2015; RAPBN 2016, 2015)

Subsidi LPG Terus Meningkat

Meskipun penghematan APBN dari subsidi diesel dan
bensin signifikan, subsidi LPG terus meningkat dari
tahun ke tahun. Pemberian subsidi LPG merupakan
bagian kebijakan pemerintah untuk terus mendukung
konsumsi gas domestik, khususnya untuk rumah tang-
ga. Kebijakan ini adalah kelanjutan dari program “Zero
Kero”yang diluncurkan pada 2007. Skema yang secara
resmi dikenal sebagai “Program Konversi Minyak tanah
ke LPG"ini bertujuan untuk mengganti konsumsi min-
yak tanah bersubsidi oleh rumah tangga menjadi LPG.
Sejak diadopsi pada 2007, program “Zero Kero” telah
menjadi salah satu penggerak utama kenaikan kon-
sumsi LPG Indonesia yang konsisten di tingkat rumah
tangga. Pada 2016, program “Zero Kero” akan diperluas
ke Indonesia Timur, yaitu Sumbawa, Nusa Tenggara
Timur dan Maluku. Pada 2017, program ini diharapkan
akan menjangkau Papua (Bisnis.com, 2015).

Belanja pemerintah untuk subsidi LPG pada 2015 di-
harapkan akan mencapai Rp28 triliun (US$1.97 miliar).
Dengan proposal kenaikan volume LPG bersubsidi
untuk 2016, belanja APBN untuk subsidi LPG diproyek-
sikan akan meningkat pada tahun tersebut. Akan tetapi,
pada saat artikel ini ditulis, jumlah pastinya masih
belum dapat diperkirakan (RAPBN 2016, 2015).

LPG untuk sektor rumah tangga di Indonesia disalurkan
dalam kemasan 3kg dan 12kg. Secara resmi, subsidi di-
berikan secara universal untuk tabung 3kg sebagai cara
untuk memberikan akses energi kepada rumah tangga
berpendapatan rendah. Akan tetapi, pada kenyataan-
nya PT Pertamina mengklaim juga menjual tabung
LPG 12kg di bawah harga keekonomiannya, dan karena
itu, merugi sebesar Rp21,8 triliun (US$1.5 miliar) antara
2008 hingga 2013. Untuk mengatasi kesenjangan ini,
PT Pertamina mengadopsi skema penyesuaian harga
untuk meningkatkan harga secara bertahap untuk LPG
(non-subsidi) dengan kenaikan harga yang dijadwalkan
akan dilakukan setiap enam bulan sekali sejak Sep-
tember 2014 (GSI, 2015). Sejak itu PT Pertamina telah
melakukan penyesuaian harga dalam beberapa kesem-
patan. Pada Januari, harga LPG 12kg dinaikan menjadi
Rp134.700 (US$9.5). Pada 19 Januari, harga diturunkan
ke Rp129.000 (US$9.1). Pada Maret, harga dinaikkan

ke Rp134.000 (US$9.4) , dan yang terkahir pada April,
harga LPG 12kg tercatat di level Rp142.000 (US$10.03)
(KOMPAS, 2015; JPNN, 2015; Tempo, 2015; CNN Indone-
sia, 2015).

Meningkatnya Risiko Kembalinya Subsidi BBM

Meskipun terdapat sinyal jelas dari pemerintah pada

awal 2015 untuk menyesuaikan harga domestik den-
gan harga acuan internasional, kebijakan pemerintah
terhadap kenaikan harga BBM aktual juga cenderung



semakin tidak konsisten.

Segera setelah reformasi sektor BBM pada awal 2015,
pemerintah bertindak cepat untuk menurunkan harga
BBM pada dua kesempatan di bulan Januari, seiring
dengan jatuhnya harga minyak internasional. Di saat
yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan
Djalil, mengatakan bahwa pemerintah kemungkinan
akan menyesuaikan harga secara dwi-mingguan (CNN
Indonesia, 2015). Akan tetapi pada bulan Februari,
pemerintah menunda penyesuaian dan mengumum-
kan akan merubah tenggatnya menjadi setiap bulan
sekali (Republika, 2015). Pada tanggal 1 Maret, harga
bensin naik sebesar Rp200 (USDO0.01) per liter dan pada
28 Maret, harga bensin maupun diesel meningkat sebe-
sar Rp500 (US$0.03) per liter.

Kenaikan harga pada bulan Maret tidak sepenuhnya
diterima oleh masyarakat dan DPR, dan pada bulan
April, Menteri ESDM, Sudirman Said, mengungkapkan
bahwa pemerintah berencana melakukan penyesuaian
harga BBM dengan jeda waktu yang lebih panjang
(Sindonews, 2015). Pada akhir Mei 2015, ia juga men-
gumumkan bahwa penyesuaian harga BBM akan
dilakukan setiap tiga bulan sekali (Antara, 2015) (CNN
Indonesia, 2015). Terakhir, pada 1 Juni 2015, pemerintah
mengumumkan tidak akan melakukan penyesuaian
harga menjelang bulan Ramadhan, meskpun harga
BBM Indonesia berada di tingkat yang sama selama
tiga bulan sejak penyesuaian terakhir pada bulan Maret
(Jawa Pos, 2015).

Kebijakan yang terus berubah dalam implementasi
penetapan harga BBM yang baru telah menimbulkan
kekhawatiran akan diterapkannya kembali sistem sub-
sidi yang lama. Bahkan pada bulan Maret 2015, PT Per-
tamina memberikan sinyal kepada pemerintah tentang
kerugian yang dialaminya karena formula penetapan
harga masih belum diterapkan untuk menyesuaikan
(menaikkan) harga BBM. Pada bulan Juli 2015, Men-
teri ESDM membenarkan hal ini dengan menyatakan
bahwa pemerintah tidak akan menurunkan harga BBM
di tengah turunnya harga internasional untuk menutup
kerugian PT Pertamina selama beberapa bulan sebe-
lumnya. la menambahkan bahwa PT Pertamina telah
merugi sebesar Rp12 triliun (The Jakarta Post, 2015)
(The Jakarta Post, 2015; Reuters, 2015).

Perlu diketahui pula bahwa pada awal Agustus lalu,

PT Pertamina baru menaikkan harga Pertamax untuk
membantu menutup kerugian dari BBM bersubsidi - se-
mentara distributor BBM swasta seperti Shell dan Total
mulai menurunkan harga sejalan dengan turunnya
harga minyak internasional (Jakarta Post, 2015).

Meskipun sebagian besar subsidi BBM telah dihapus-
kan dari APBN, PT Pertamina pada praktiknya harus

menanggung kerugian akibat keputusan pemerintah
yang tidak menyesuaikan harga sesuai harga interna-
sional, dan akibatnya, bayangan subsidi mulai kem-
bali hadir. Sebagaimana diibaratkan seorang blogger,
pemerintah “telah merampok Joe untuk membayar Jill”
(The Jakarta Post, 2015). Situasi saat ini menunjukkan
adanya kebutuhan agar pemerintah Indonesia terus
memperkuat kebijakan penetapan harga BBM-nya
antara lain dengan meningkatkan transparansi, peman-
tauan dan penegakan hukum. Pendekatan berbasis
sewaktu-waktu dan tak terjadwal untuk menerapkan
formula harga baru hanya akan lebih mempolitisasi
penetapan harga diesel dan bensin, sehingga justru
akan membuat pemerintah lebih kesulitan dalam
menerapkan kenaikan harga minyak sesuai harga inter-
nasional kepada konsumen. Kebiasaan tersebut akan
meningkatkan kemungkinan kembalinya permasalahan
subsidi BBM.

Dana Minyak Indonesia (Indonesian Petroleum Fund)

Pada bulan Juli 2015, Menteri ESDM mengumumkan
bahwa pemerintah berencana menyelenggarakan dana
minyak (oil fund) sebagai instrumen untuk mengendal-
ikan fluktuasi di harga minyak internasional dan men-
dukung kegiatan hulu PT Pertamina. Hingga saat ini
mekanismenya masih belum jelas, namun menurutnya,
dana minyak tersebut dirancang untuk mengumpulkan
pendapatan ketika harga minyak internasional lebih
rendah dari harga domestik, maupun sebaliknya, dan
untuk membantu PT Pertamina menjaga kestabilan har-
ga domestik ketika harga internasional sedang tinggi
(Deal Street Asia, 2015). Dana minyak tidak disertakan
dalam naskah RAPBN 2016, namun akan dibahas seb-
agai bagian dari revisi UU Migas yang akan dilakukan
pada 2016 (CNN Indonesia, 2015). Pemerintah kini se-
dang mempertimbangkan berbagai sumber tambahan
untuk pendanaan dana tersebut, termasuk APBN dan
pendapatan pemerintah dari kegiatan produksi migas
(Deal Street Asia, 2015).

Reformasi Subsidi Listrik 2016

RAPBN 2016 juga mencakup pemotongan subsidi listrik
sebesar 41 persen dibandingkan 2015, dan diperki-
rakan belanja total subsidi listrik untuk 2016 adalah
sebesar Rp50 triliun (US$3.52 miliar). Sejak lama listrik
di Indonesia dijual dengan harga bersubsidi untuk
kelompok pengguna listrik kapasitas terendah, yakni
450 dan 900 volt ampere (VA). Selama ini subsidi listrik
diberikan melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PT
PLN). Namun demikian, saat ini jumlah pengguna yang
menikmati tarif tersebut tercatat sekitar 44 juta rumah
tangga, atau jauh lebih besar daripada jumlah rumah
tangga yang diperkirakan masuk kategori miskin, yaitu
sebesar 15,5 juta (TNP2K, 2014). Menurut Presiden



Jokowi, tujuan perubahannya adalah untuk memberikan
subsidi listrik secara langsung kepada rumah tangga
rentan (Bloomberg, 2015). Hal ini menimbulkan per-
tanyaan tentang apa sebenarnya kriteria rumah tangga
rentan: apakah yang berada di bawah garis kemiskinan,
atau yang mendekati garis kemiskinan? Lalu berapa nilai
potongan harga yang harus diterapkan? Detil mengenai
mekanisme kompensasi ini masih harus ditunggu, dan
pernyataan-pernyataan awal pemerintah mengisyarat-
kan bahwa penghematan dari reformasi listrik akan
diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur dan
program kesejahteraan sosial (Rambu Energy, 2015).
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